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Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang masih aktif bekerja dan terdaftar 
sebagai pekerja di perusahaan masing-masing. 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon 
adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU 3/2009) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) maka 
berwenang mengadili permohonan para Pemohon; 

Mengenai kedudukan hukum, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) untuk mengajukan permohonan; 

Berkaitan dengan permohonan provisi para Pemohon, menurut Mahkamah permohonan 
provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak 

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai 
berikut: 

1. Mahkamah Agung diberi kewenangan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 untuk 
mengadili perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-
Undang, putusannya adalah bersifat final dan mengikat. Pemeriksaan dalam perkara 
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah tingkat 
pertama dan terakhir sehingga berbeda dengan perkara lainnya yang diperiksa oleh 
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Mahkamah Agung seperti perkara kasasi dan perkara peninjauan kembali (PK); 

2. Pasal 31A ayat (4) UU MA tidak menyebutkan pemeriksaan dan pengucapan 
putusan dilakukan dalam sidang yang sifatnya terbuka untuk umum, selengkapnya 
Pasal 31A ayat (4) UU MA menyatakan, “Permohonan pengujian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat 
belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”. Oleh karena 
ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU MA tidak mengatur baik secara implisit maupun 
secara eksplisit sidang dilakukan terbuka untuk umum, namun dengan berpegang 
pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 serta Pasal 40 ayat (2) UU MA maka 
baik sidang pemeriksaan maupun sidang pengucapan putusan dalam perkara kasasi, 
perkara PK, dan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 
Undang-Undang harus dilakukan dalam sidang yang sifatnya terbuka untuk umum. 
Untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang Pasal 31A ayat (10) UU MA telah memberi 
kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah 
Agung (PERMA). Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Hak Uji Materiil tanggal 30 Mei 2011 menyatakan “Majelis Hakim Agung 
memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut 
dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam 
waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, 
cepat, dan biaya ringan”. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
tersebut, Mahkamah Agung telah menentukan bahwa perkara pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah “perkara permohonan”. 
Meskipun demikian, prinsip-prinsip yang dianut Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU 
48/2009 dan Pasal 40 ayat (2) UU MA harus dijadikan dasar dalam pemeriksaan dan 
pengucapan putusan perkara permohonan judicial review yang dilakukan oleh 
Mahkamah Agung. 

3. Dalam hukum acara yang berlaku, ada perbedaan antara proses persidangan di 
pengadilan tingkat pertama dengan proses persidangan di tingkat banding, tingkat 
kasasi, dan dalam acara peninjauan kembali. Persidangan di pengadilan tingkat 
pertama, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang, pemeriksaannya terbuka 
untuk umum dan dihadiri pihak-pihak berperkara. Akan tetapi pada pengadilan tingkat 
banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali, persidangan tidak dihadiri 
pihak-pihak, kecuali pengadilan menghendaki, oleh karena itu, hakim hanya 
membaca berkas perkara yang berasal dari pengadilan tingkat pertama; 

4. Oleh karena perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-
Undang adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir seyogianya hukum acara 
yang digunakan adalah hukum acara yang mengakomodir pemeriksaan dan 
pengucapan putusannya dihadiri oleh pihak-pihak dan setiap orang boleh menghadiri 
jalannya persidangan. Hal tersebut sejalan pula dengan asas audi et alteram partem, 
yaitu memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar dalam 
persidangan termasuk menghadirkan saksi dan ahli.  

5. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 40 ayat (2) UU 
MA maka semua persidangan dan pengucapan putusan  dilakukan dalam sidang 
yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang termasuk 
perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Dalam 
perkara a quo, menurut Mahkamah, tidak ada pertentangan konstitusionalitas norma 
antara Pasal 31A ayat (4) UU MA dengan UUD 1945 karena telah jelas dan tegas 
bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang berwenang untuk menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (hak uji materiil) diberikan 
langsung oleh UUD 1945 maka sidang pemeriksaan dan pengucapan putusannya 
dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun permasalahannya adalah 
apakah waktu 14 hari (sejak berkas diterima) yang diberikan oleh Undang-Undang 
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kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah Undang-Undang merupakan waktu yang cukup untuk 
melaksanakan sidang secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Mahkamah 
Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Mahkamah 
Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang tidak diberikan batas waktu seperti 
Mahkamah Agung sehingga cukup waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk 
melakukan sidang pemeriksaan pembuktian untuk mendengar keterangan saksi atau 
pun keterangan ahli yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam 
kenyataannya, perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung begitu banyak, tidak 
hanya perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang 
tetapi juga perkara kasasi dan upaya hukum lain serta perkara peninjauan kembali, 
yang juga membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya. Demikian juga untuk 
menghadirkan pihak berperkara yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia 
memerlukan waktu lebih lama, sementara Mahkamah Agung hanya diberi waktu 14 
hari untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di 
bawah Undang-Undang sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung yang 
tidak dapat dilanggar oleh Mahkamah Agung. Alasan tersebut di atas menjadi 
kendala dan hambatan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan persidangan yang 
dihadiri oleh pihak-pihak dan memberi kesempatan menghadirkan saksi dan ahli 
dalam sidang terbuka untuk umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan 
di bawah Undang-Undang; 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, apabila para 
Pemohon mengharapkan sidang perkara pengujian peraturan perundang-undangan di 
bawah Undang-Undang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para 
pihak maka Mahkamah Agung harus diberikan waktu yang cukup serta sarana dan 
prasarana yang memadai. Hal tersebut menurut Mahkamah, merupakan kewenangan 
pembentuk Undang-Undang (open legal policy) dan bukan merupakan konstitusionalitas 
norma. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar 
putusannya menyatakan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

 

 


